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Abstrak: Penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan anak di wilayah Manokwari 

Selatan menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi sumber daya manusia, fasilitas 

rehabilitasi, maupun faktor sosial dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 

mekanisme penanganan kasus anak, tantangan yang dihadapi, serta upaya-upaya yang telah 

dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berdasarkan prosedur hukum yang 

berlaku, penanganan perkara anak harus mempertimbangkan hak-hak anak dan prinsip 

rehabilitatif. Namun, di lapangan, masih terdapat kesenjangan dalam kapasitas aparat 

penegak hukum, keterbatasan fasilitas perlindungan anak, serta stigma sosial yang 

mempengaruhi proses hukum. Upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, 

pembangunan fasilitas rehabilitasi, kampanye kesadaran masyarakat, dan kolaborasi antar 

lembaga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana 

anak di Manokwari Selatan. Penelitian ini menyarankan peningkatan akses terhadap layanan 

hukum dan sosial di wilayah terpencil serta perbaikan infrastruktur pendukung untuk 

mencapai sistem peradilan yang lebih humanis dan rehabilitatif. 
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Abstract: The handling of criminal cases involving children in the South Manokwari area 

faces various challenges, both in terms of human resources, rehabilitation facilities, and 

social and cultural factors. This study aims to identify the mechanism for handling children's 

cases, the challenges faced, and the efforts that have been made to overcome these problems. 

Based on applicable legal procedures, the handling of children's cases must consider 

children's rights and rehabilitative principles. However, in the field, there are still gaps in the 

capacity of law enforcement officials, limited child protection facilities, and social stigma 

that affects the legal process. Efforts to increase the capacity of law enforcement officials, 

build rehabilitation facilities, public awareness campaigns, and collaboration between 

institutions are strategic steps to improve the effectiveness of the juvenile criminal justice 

system in South Manokwari. This research suggests increasing access to legal and social 

services in remote areas and improving supporting infrastructure to achieve a more humane 

and rehabilitative justice system. 
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INTRODUCTION 

Perlindungan anak merupakan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa setiap 

anak mendapatkan hak-haknya secara penuh dan terlindungi dari segala bentuk kekerasan, 

eksploitasi, diskriminasi, dan penelantaran. (Gultom, 2010) Secara internasional, prinsip 

perlindungan anak diatur dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) yang 

diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang 

menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan 

dilindungi dari perlakuan yang tidak manusiawi. Di tingkat nasional, perlindungan anak 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang 

diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2016 yang mengatur berbagai aspek perlindungan hukum, sosial, dan psikologis 

terhadap anak. Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memperkuat 

perlindungan hukum dengan mengatur mekanisme penanganan pidana yang melibatkan anak, 

baik sebagai korban maupun pelaku. (Nashriana, 2011) 

Sistem peradilan pidana anak bertujuan untuk menangani anak yang berkonflik dengan 

hukum melalui pendekatan yang tidak hanya menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana, 

tetapi juga pada tanggung jawab pelaku terhadap korban demi kesejahteraan bersama. Fokus 

utamanya adalah melindungi dan memajukan kesejahteraan anak dengan menghindari 

hukuman yang bersifat retributif. Pendekatan ini menekankan proporsionalitas, memastikan 

bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan dan memperhatikan kondisi 

pribadi anak. (Muladi, 1995) Dengan demikian, sistem ini tidak hanya mempertimbangkan 

kepentingan hukum, tetapi juga kesejahteraan sosial dan psikologis anak yang terlibat dalam 

perkara pidana. Upaya ini mencerminkan perlindungan hukum yang seimbang antara 

kebutuhan rehabilitasi anak pelaku dan tuntutan keadilan dalam masyarakat. 

Manokwari Selatan adalah salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Papua Barat, 

Indonesia, dengan kondisi geografi yang bervariasi antara pegunungan dan pesisir. Secara 

demografis, wilayah ini dihuni oleh berbagai kelompok etnis, dengan masyarakat adat yang 

memiliki tradisi dan budaya yang kental. Meskipun memiliki sumber daya alam yang 

melimpah, Manokwari Selatan masih menghadapi tantangan dalam hal pembangunan 

infrastruktur dan pemerataan layanan publik. Sebagian besar penduduknya bergantung pada 

sektor pertanian dan perikanan sebagai mata pencaharian utama, namun tingkat kemiskinan 

masih cukup tinggi, dengan akses terhadap fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan 

hukum yang terbatas di beberapa daerah, terutama di pedalaman. Hal ini menciptakan 

kesenjangan sosial yang berdampak pada kualitas hidup masyarakat, khususnya anak-anak 

yang sering kali menjadi korban dalam berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan. 

Kondisi sosial di Manokwari Selatan sangat memengaruhi perlindungan anak, 

mengingat masih rendahnya tingkat pendidikan dan kesadaran hukum di kalangan sebagian 

besar masyarakat. Anak-anak di wilayah ini sering kali terpapar pada situasi kekerasan dalam 

rumah tangga, eksploitasi ekonomi, dan rendahnya kesadaran orang tua tentang pentingnya 

pendidikan dan perlindungan anak. Kemiskinan yang melanda sebagian besar keluarga sering 

memaksa anak-anak untuk bekerja sejak dini, yang dapat mengarah pada risiko terlibat dalam 

tindak pidana. Selain itu, meskipun ada upaya dari pemerintah dan lembaga terkait untuk 

memberikan layanan hukum, akses terhadap keadilan bagi anak-anak di daerah terpencil 

masih terbatas. Kurangnya fasilitas hukum dan sosial yang memadai memperburuk situasi 

perlindungan anak, membuat mereka lebih rentan terhadap tindakan kekerasan dan 

pelanggaran hak-haknya. 

Di wilayah Manokwari Selatan, anak-anak sering kali menjadi korban berbagai bentuk 

tindak pidana, termasuk kekerasan fisik, eksploitasi ekonomi, perundungan, dan bahkan 

perdagangan anak. Kekerasan fisik, baik dalam bentuk pukulan, pemukulan, maupun 
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penganiayaan lainnya, menjadi salah satu masalah utama yang sering dialami anak-anak di 

lingkungan keluarga atau masyarakat. Selain itu, eksploitasi anak, terutama dalam bentuk 

pekerja anak yang terlibat dalam pekerjaan kasar atau berbahaya, juga cukup tinggi di daerah 

ini. Tidak jarang anak-anak dipaksa bekerja di sektor pertanian atau sebagai buruh, yang 

memperburuk kondisi fisik dan mental mereka. Kasus perdagangan anak juga pernah 

terungkap, di mana anak-anak dijadikan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan dengan 

tujuan eksploitasi seksual atau kerja paksa. Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi di 

Manokwari Selatan adalah penemuan anak-anak yang menjadi korban perdagangan manusia 

yang diperdagangkan antarwilayah untuk tujuan eksploitasi ekonomi. Kasus-kasus semacam 

ini menambah urgensi perlindungan anak di wilayah tersebut dan menjadi bukti bahwa 

perlindungan hukum bagi anak di Manokwari Selatan masih perlu diperkuat dan diperhatikan 

secara serius. 

Penanganan perkara tindak pidana anak melibatkan berbagai lembaga yang memiliki 

peran penting dalam memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan melindungi hak-hak 

anak. (Wadong, 2000) Lembaga pertama yang berperan adalah kepolisian, yang memiliki 

tugas utama dalam penyelidikan dan penyidikan kasus yang melibatkan anak, baik sebagai 

korban maupun pelaku. Polisi harus memastikan bahwa anak yang terlibat dalam perkara 

pidana mendapat perlindungan khusus, terutama dalam hal hak untuk didampingi oleh orang 

tua atau kuasa hukum, serta tidak diperlakukan secara tidak manusiawi selama proses hukum. 

Selain itu, polisi juga bekerja sama dengan lembaga sosial dan lembaga perlindungan anak 

dalam menyediakan pendampingan psikologis bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. 

(Abdussalam, 2007) Setelah penyidikan, berkas perkara kemudian diserahkan kepada 

kejaksaan, yang akan melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Kejaksaan, dalam hal 

ini, memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan anak dan melakukan penuntutan 

secara hati-hati dan sensitif terhadap situasi anak yang terlibat. (Krisnawati, 2005) 

Selanjutnya, pengadilan memiliki peran sentral dalam memutuskan perkara yang 

melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Dalam hal anak berhadapan dengan 

hukum, Indonesia menerapkan sistem peradilan pidana anak yang berfokus pada rehabilitasi 

dan reintegrasi sosial anak, bukan semata-mata pada hukuman. Pengadilan untuk anak-anak 

dilakukan di Pengadilan Negeri dengan pembentukan majelis hakim yang khusus menangani 

perkara anak, di bawah sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). (Supramono, 2000) Proses 

persidangan pun dilakukan dengan menjaga agar anak tidak merasa tertekan atau trauma, 

serta memastikan bahwa anak memperoleh pendampingan dari psikiater atau pihak yang 

berkompeten dalam bidang perlindungan anak. Selain itu, pengadilan juga dapat memberikan 

sanksi yang bersifat rehabilitatif, seperti hukuman di lembaga pendidikan atau kegiatan 

pembinaan yang bertujuan untuk pemulihan dan pengembalian anak ke masyarakat. (Gultom, 

2012) 

Selain lembaga hukum, lembaga sosial juga memegang peranan penting dalam 

penanganan perkara anak, terutama dalam memberikan pendampingan sosial dan psikologis. 

Lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam perlindungan anak berperan 

dalam memberikan dukungan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, serta 

melakukan rehabilitasi bagi anak pelaku. Prosedur hukum dalam penanganan kasus anak juga 

mencakup pemberian hak untuk memperoleh perlindungan, seperti perlakuan yang tidak 

diskriminatif, jaminan keamanan selama proses hukum, serta pengakuan terhadap hak anak 

untuk mendapatkan pendampingan hukum secara gratis jika diperlukan. (Z.T, 1999)  

Penanganan perkara tindak pidana anak melibatkan berbagai lembaga yang memiliki 

peran penting dalam memastikan proses hukum berjalan dengan adil dan melindungi hak-hak 

anak. Lembaga pertama yang berperan adalah kepolisian, yang memiliki tugas utama dalam 
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penyelidikan dan penyidikan kasus yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun 

pelaku. Polisi harus memastikan bahwa anak yang terlibat dalam perkara pidana mendapat 

perlindungan khusus, terutama dalam hal hak untuk didampingi oleh orang tua atau kuasa 

hukum, serta tidak diperlakukan secara tidak manusiawi selama proses hukum. Selain itu, 

polisi juga bekerja sama dengan lembaga sosial dan lembaga perlindungan anak dalam 

menyediakan pendampingan psikologis bagi anak yang menjadi korban tindak pidana. 

Setelah penyidikan, berkas perkara kemudian diserahkan kepada kejaksaan, yang akan 

melakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Kejaksaan, dalam hal ini, memiliki 

kewajiban untuk memperhatikan kepentingan anak dan melakukan penuntutan secara hati-

hati dan sensitif terhadap situasi anak yang terlibat. (Nugrihe, 2009) 

Pengadilan memiliki peran sentral dalam memutuskan perkara yang melibatkan anak, 

baik sebagai pelaku maupun korban. Dalam hal anak berhadapan dengan hukum, Indonesia 

menerapkan sistem peradilan pidana anak yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi 

sosial anak, bukan semata-mata pada hukuman. Pengadilan untuk anak-anak dilakukan di 

Pengadilan Negeri dengan pembentukan majelis hakim yang khusus menangani perkara anak, 

di bawah sistem peradilan pidana anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 

2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Proses persidangan pun dilakukan 

dengan menjaga agar anak tidak merasa tertekan atau trauma, serta memastikan bahwa anak 

memperoleh pendampingan dari psikiater atau pihak yang berkompeten dalam bidang 

perlindungan anak. Selain itu, pengadilan juga dapat memberikan sanksi yang bersifat 

rehabilitatif, seperti hukuman di lembaga pendidikan atau kegiatan pembinaan yang bertujuan 

untuk pemulihan dan pengembalian anak ke masyarakat. (Salam, 2005) 

Selain lembaga hukum, lembaga sosial juga memegang peranan penting dalam 

penanganan perkara anak, terutama dalam memberikan pendampingan sosial dan psikologis. 

Lembaga seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bergerak dalam perlindungan anak berperan 

dalam memberikan dukungan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, serta 

melakukan rehabilitasi bagi anak pelaku. Prosedur hukum dalam penanganan kasus anak juga 

mencakup pemberian hak untuk memperoleh perlindungan, seperti perlakuan yang tidak 

diskriminatif, jaminan keamanan selama proses hukum, serta pengakuan terhadap hak anak 

untuk mendapatkan pendampingan hukum secara gratis jika diperlukan. Semua lembaga ini, 

melalui kerja sama yang terkoordinasi, berupaya untuk mengutamakan kesejahteraan anak, 

memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan dengan adil, dan mengedepankan pendekatan 

yang lebih humanis dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum. (Agnesta 

Krisna, 2012) 

Dalam penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan anak di wilayah Manokwari 

Selatan, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan besar. Salah satunya adalah 

kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, 

maupun pengadilan, yang khusus menangani kasus-kasus anak. Banyak aparat penegak 

hukum yang belum memiliki pemahaman atau pelatihan yang memadai terkait penanganan 

perkara anak, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak anak dan penerapan prosedur 

yang sensitif terhadap trauma psikologis anak. Keterbatasan jumlah dan kualitas tenaga 

profesional seperti psikolog atau pendamping hukum yang berkompeten dalam menangani 

kasus anak juga memperburuk situasi ini, sehingga sering kali proses hukum tidak berjalan 

dengan semestinya. 

Selain itu, keterbatasan fasilitas hukum dan sosial juga menjadi hambatan dalam 

penanganan perkara anak di daerah ini. Sarana dan prasarana yang ada di wilayah Manokwari 

Selatan, termasuk akses ke pengadilan anak, pusat rehabilitasi, dan lembaga perlindungan 

sosial, masih sangat terbatas. Hal ini membuat proses penanganan perkara menjadi lebih 

lambat dan tidak maksimal, sementara anak yang menjadi korban atau pelaku sering kali 
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tidak mendapatkan perlindungan yang optimal. Layanan kesehatan dan psikologis yang 

memadai juga sulit dijangkau, terutama bagi anak-anak yang berasal dari daerah pedalaman. 

Selain faktor kelembagaan dan fasilitas, budaya lokal yang ada di Manokwari Selatan turut 

mempengaruhi pelaporan dan penanganan kasus. Dalam beberapa kasus, budaya lokal yang 

kental dengan nilai-nilai keluarga dan adat seringkali membuat masyarakat enggan untuk 

melaporkan tindak pidana yang melibatkan anak, terutama jika pelaku merupakan anggota 

keluarga atau orang yang memiliki kedekatan dengan korban. Hal ini menyebabkan banyak 

kasus kekerasan terhadap anak tidak tercatat dan tidak mendapatkan penanganan hukum yang 

seharusnya. Adanya stigma sosial terhadap keluarga yang melaporkan kasus pidana juga 

menjadi salah satu hambatan yang memperburuk situasi, di mana masyarakat lebih memilih 

menyelesaikan masalah secara informal atau melalui jalur adat ketimbang melalui jalur 

hukum yang lebih formal. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yang 

mengkombinasikan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian 

empiris mengenai praktik penegakan hukum di lapangan. Pendekatan perundang-undangan 

digunakan untuk menganalisis regulasi yang mengatur perlindungan anak dan penanganan 

perkara pidana anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, 

guna melihat bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam konteks tersebut. Sementara 

itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mendalami pemahaman teoretis tentang 

perlindungan anak dalam perspektif hukum, serta konsep-konsep yang berkaitan dengan 

penegakan hukum, keadilan, dan kesejahteraan anak dalam sistem peradilan pidana. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Mekanisme Penanganan Perkara Tindak Pidana yang Melibatkan Anak di Wilayah 

Manokwari Selatan menurut Prosedur Hukum yang Berlaku 

Prosedur hukum yang berlaku untuk anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia 

diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan penting, antara lain Undang-Undang No. 

11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang No. 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang kemudian diperbaharui dengan UU No. 35 

Tahun 2014). UU No. 11 Tahun 2012 memberikan kerangka hukum bagi penanganan anak 

yang terlibat dalam tindak pidana dengan pendekatan yang berfokus pada pemulihan, 

rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, alih-alih hukuman yang bersifat retributif. Salah satu poin 

penting dalam UU ini adalah pembentukan sistem peradilan pidana anak yang berbeda dari 

sistem peradilan orang dewasa, untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi selama 

proses hukum, dan anak tidak diperlakukan sebagai orang dewasa dalam konteks hukuman. 

Di samping itu, UU No. 23 Tahun 2002 mengatur hak-hak anak, termasuk perlindungan 

terhadap anak yang menjadi korban maupun pelaku tindak pidana, serta mengutamakan 

kesejahteraan anak dengan memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan 

perlindungan dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan. (Bagja, 2020) 

Tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk memajukan kesejahteraan 

anak dan memastikan bahwa penanganan perkara yang melibatkan anak dilakukan dengan 

cara yang memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan mengutamakan rehabilitasi. 

Hal ini berbeda dengan penanganan perkara orang dewasa, di mana fokusnya lebih kepada 

pemberian hukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan. 

Sistem peradilan pidana anak menekankan pada penggunaan alternatif hukuman yang lebih 

bersifat rehabilitatif dan menghindari penggunaan penahanan atau sanksi yang dapat 

merugikan perkembangan psikologis anak. Selain itu, prosedur dalam peradilan pidana anak 
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mencakup hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, perlindungan dari kekerasan fisik 

atau psikologis selama proses hukum, serta upaya untuk tidak merusak masa depan anak 

dengan memberikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku melalui program-program 

rehabilitasi dan pendidikan. (Candra, 2018) 

Penanganan kasus anak yang terlibat tindak pidana dimulai dengan penyelidikan dan 

penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Pada tahap ini, proses penanganannya berbeda 

dengan orang dewasa, karena anak-anak mendapatkan perlakuan khusus sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. 

Kepolisian, dalam hal ini, wajib memastikan bahwa anak yang menjadi pelaku tindak pidana 

tidak dikenakan prosedur yang dapat merugikan perkembangan psikologisnya. Misalnya, 

anak yang terlibat tindak pidana tidak boleh diperlakukan secara kasar atau dianiaya, dan 

mereka berhak didampingi oleh orang tua atau kuasa hukum selama proses penyidikan. 

Penyidik juga harus menggunakan pendekatan yang ramah anak dan menghindari tekanan 

atau kekerasan dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini, kepolisian dapat bekerja sama 

dengan lembaga perlindungan anak atau psikolog untuk memberikan dukungan sosial dan 

emosional kepada anak yang terlibat dalam kasus pidana. (Novita Erdianti, 2020) 

Setelah penyelidikan dan penyidikan selesai, kasus tersebut kemudian diserahkan ke 

kejaksaan untuk ditindaklanjuti dalam tahap penuntutan. Kejaksaan memiliki peran penting 

dalam menentukan apakah perkara tersebut layak untuk diteruskan ke pengadilan atau tidak. 

Pendekatan yang diambil dalam penuntutan kasus anak lebih mengutamakan rehabilitasi dan 

pemulihan daripada pemberian hukuman yang berat. Kejaksaan tidak hanya memperhatikan 

bukti-bukti yang ada, tetapi juga kondisi psikologis dan latar belakang anak yang terlibat. 

Dalam hal ini, jaksa dapat mempertimbangkan alternatif penuntutan yang lebih mengarah 

pada upaya pembinaan atau rehabilitasi anak, seperti program konseling atau pendidikan 

yang dapat membantu anak memperbaiki perilakunya tanpa merusak masa depannya. 

Proses berikutnya adalah persidangan di pengadilan anak, yang dilaksanakan dengan 

prinsip perlindungan anak. Persidangan untuk anak dilakukan di Pengadilan Negeri, namun 

dengan majelis hakim yang khusus menangani perkara anak, yaitu hakim yang memiliki 

kompetensi dan pemahaman mendalam mengenai hukum yang berlaku bagi anak. Dalam 

persidangan, prosedurnya sangat berbeda dengan pengadilan orang dewasa; di sini, anak 

berhak didampingi oleh kuasa hukum dan keluarga, serta diberikan suasana persidangan yang 

lebih kondusif dan tidak menekan. Prosedur persidangan dirancang untuk menghindari 

dampak psikologis yang merugikan anak, seperti trauma akibat media atau tekanan dari 

lingkungan. Hakim juga mempertimbangkan faktor-faktor pribadi anak, seperti usia, latar 

belakang sosial, dan kondisi mental anak, dalam mengambil keputusan. 

Pada akhirnya, setelah persidangan, pengadilan akan menjatuhkan putusan yang lebih 

berfokus pada pemulihan anak dan bukan pada pemberian hukuman yang merugikan. Jenis-

jenis putusan yang dapat dijatuhkan terhadap anak antara lain rehabilitasi sosial, pembinaan 

di lembaga pendidikan anak, atau bahkan program pelatihan keterampilan yang bertujuan 

untuk membantu anak kembali berintegrasi dengan masyarakat. Putusan tersebut diambil 

dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip peradilan pidana anak yang mengutamakan 

kesejahteraan anak, dengan tujuan untuk menghindari hukuman yang merusak dan lebih 

mengutamakan upaya pemulihan dan reintegrasi sosial. Rehabilitasi sosial atau pembinaan 

yang dijalani oleh anak bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak dan mencegah anak 

melakukan pelanggaran hukum di masa depan, sekaligus memberikan kesempatan bagi anak 

untuk mengembangkan potensi diri mereka dalam lingkungan yang aman dan mendukung. 

Dalam penanganan perkara anak, sejumlah lembaga terkait memainkan peran yang 

sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan proses hukum berjalan 

sesuai dengan prinsip keadilan anak. Kepolisian memiliki peran utama dalam tahap 

penyelidikan dan penyidikan, memastikan bahwa proses ini dilaksanakan dengan cara yang 
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ramah anak, di mana anak tidak diperlakukan seperti orang dewasa. Kepolisian wajib 

memastikan bahwa anak yang terlibat dalam tindak pidana mendapatkan perlakuan yang 

tidak merugikan perkembangan psikologis mereka. Dalam hal ini, polisi tidak boleh 

melakukan tindakan kekerasan fisik atau mental terhadap anak dan harus memberikan 

kesempatan bagi anak untuk didampingi oleh orang tua atau kuasa hukum. Kejaksaan 

berperan dalam penuntutan, di mana jaksa memiliki kewajiban untuk menggunakan 

pendekatan yang lebih rehabilitatif dan berbasis pemulihan, mengingat anak adalah subjek 

hukum yang masih dalam proses pertumbuhan dan perkembangan. Jaksa harus 

mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial anak dalam menentukan langkah hukum 

yang paling tepat, termasuk opsi penyelesaian di luar pengadilan atau tuntutan dengan 

rehabilitasi. Di sisi lain, pengadilan yang menangani perkara anak berfungsi untuk menjamin 

proses hukum yang melibatkan anak dilakukan dengan cara yang lebih sensitif terhadap 

kebutuhan dan hak-hak anak. Persidangan dilakukan di pengadilan anak yang khusus 

menangani perkara anak dengan majelis hakim yang memiliki kompetensi dan pemahaman 

mengenai hak-hak anak serta prosedur yang tidak merugikan anak secara psikologis. 

Selain lembaga-lembaga hukum tersebut, lembaga sosial atau lembaga perlindungan 

anak juga memiliki peran yang sangat krusial dalam memberikan pendampingan kepada anak 

selama proses hukum. Lembaga sosial sering terlibat dalam memberikan bantuan psikologis 

dan sosial kepada anak yang terlibat tindak pidana, serta memberikan dukungan untuk 

membantu anak pulih dari trauma atau stres yang disebabkan oleh proses hukum. Lembaga-

lembaga ini juga membantu dalam penilaian kondisi sosial dan psikologis anak untuk 

mendukung proses hukum yang lebih adil dan sesuai dengan kepentingan terbaik anak. 

Kolaborasi antara lembaga hukum dan lembaga sosial sangat penting untuk memastikan hak-

hak anak terlindungi sepanjang proses peradilan. Dalam praktiknya, polisi, jaksa, hakim, dan 

lembaga perlindungan anak sering bekerja sama dalam berbagai tahapan penanganan perkara 

untuk mengidentifikasi kebutuhan rehabilitasi anak, memberikan bimbingan sosial, serta 

memastikan anak mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan prinsip keadilan restoratif yang 

berfokus pada pemulihan dan reintegrasi sosial anak ke dalam masyarakat. 

Selama proses hukum, perlindungan hak-hak anak menjadi prioritas utama yang harus 

dijamin. Beberapa hak yang wajib dilindungi adalah hak anak untuk mendapatkan 

pendampingan hukum, yang mengharuskan anak dilindungi oleh kuasa hukum yang 

berkompeten dan mendampingi mereka sepanjang proses hukum, untuk memastikan bahwa 

hak-hak mereka tidak dilanggar dan mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan 

mereka. Selain itu, anak berhak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi dalam 

proses hukum, seperti penyiksaan atau penghinaan, yang sering kali dapat merusak 

perkembangan psikologis mereka. Perlindungan hak-hak ini juga mencakup hak anak untuk 

rehabilitasi, baik melalui pembinaan di lembaga pendidikan anak, rehabilitasi sosial, atau 

program-program pemulihan lainnya yang bertujuan untuk memulihkan anak dan mencegah 

mereka terjerumus kembali dalam tindak pidana. Untuk menghindari trauma lebih lanjut bagi 

anak selama proses hukum, sejumlah langkah diambil, seperti menjaga privasi anak agar 

tidak diekspos secara publik, serta menghindari proses yang dapat menyebabkan stres 

psikologis berlebih, termasuk penahanan yang tidak perlu. Selain itu, prosedur hukum harus 

diatur sedemikian rupa untuk memastikan anak tidak merasa tertekan atau terintimidasi 

selama persidangan, dengan menggunakan pendekatan yang mendukung kesejahteraan anak. 

Dengan demikian, melalui kerjasama antara lembaga-lembaga hukum dan sosial serta 

perlindungan hak anak yang tepat, proses hukum dapat dilaksanakan dengan lebih adil dan 

manusiawi, yang berfokus pada pemulihan dan kesejahteraan anak. 

Evaluasi terhadap mekanisme penanganan kasus anak di Manokwari Selatan 

menunjukkan adanya sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi prosedur hukum 

yang berlaku. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya sumber daya manusia yang 
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terlatih dan kompeten dalam menangani perkara anak, baik di kepolisian, kejaksaan, maupun 

pengadilan. Hal ini seringkali menyebabkan proses hukum terhadap anak tidak berjalan 

optimal dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan pidana anak yang rehabilitatif. 

Selain itu, keterbatasan fasilitas dan sarana untuk mendukung rehabilitasi anak, seperti 

lembaga pembinaan anak atau pusat konseling, juga menjadi kendala. Di Manokwari Selatan, 

keberadaan lembaga sosial yang berfokus pada perlindungan anak masih terbatas, sehingga 

anak yang berhadapan dengan hukum seringkali tidak mendapatkan pendampingan yang 

memadai selama proses hukum. Meskipun ada prosedur hukum yang mengatur perlindungan 

anak, implementasi yang tidak konsisten di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan 

antara harapan dan kenyataan dalam perlindungan anak yang terlibat dalam tindak pidana. 

Selain itu, faktor sosial dan budaya juga turut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 

dalam penanganan perkara anak di wilayah ini. Masyarakat yang masih sangat dipengaruhi 

oleh norma budaya dan pandangan tradisional cenderung memandang anak pelaku tindak 

pidana dengan stigma yang negatif, yang membuat pelaporan atau penanganan kasus menjadi 

lebih sulit. Budaya ini dapat menghambat pelaporan tindak pidana yang melibatkan anak, 

serta memperburuk proses rehabilitasi anak karena adanya tekanan sosial. Di sisi lain, 

kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan aparat penegak hukum terkait 

dengan perlindungan anak juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. 

 

Tantangan dan Upaya yang Dihadapi dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana yang 

Melibatkan Anak di wilayah Manokwari Selatan 

Penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan anak di wilayah Manokwari 

Selatan menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas sistem peradilan 

pidana anak. Meskipun telah ada regulasi yang mengatur perlindungan anak, seperti Undang-

Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, implementasi hukum di 

lapangan sering kali terkendala oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya sumber daya 

manusia yang terlatih, keterbatasan fasilitas rehabilitasi anak, serta pengaruh budaya lokal 

yang sering kali menghambat proses penanganan kasus anak. Selain itu, keterbatasan akses 

terhadap layanan hukum dan sosial di wilayah yang lebih terpencil semakin memperburuk 

situasi. Meskipun demikian, berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum, 

lembaga sosial, dan masyarakat untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, dengan tujuan 

untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih efektif, adil, dan berfokus pada rehabilitasi 

anak. 

Penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan anak di wilayah Manokwari 

Selatan menghadapi beberapa tantangan besar, salah satunya adalah kurangnya sumber daya 

manusia yang kompeten. Meskipun ada peraturan yang mengatur penanganan kasus anak, 

aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim di wilayah ini sering kali kurang 

memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus anak. Hal ini disebabkan oleh minimnya 

pelatihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan pidana anak, yang menekankan pada 

rehabilitasi dan pemulihan anak, bukan semata-mata penghukuman. Selain itu, kekurangan 

jumlah personel yang terlatih dalam bidang hukum anak menyebabkan kesulitan dalam 

mengembangkan kapasitas mereka untuk menangani kasus anak yang lebih kompleks. 

Kondisi ini dapat berakibat pada penanganan yang kurang optimal terhadap anak yang 

terlibat tindak pidana, yang seharusnya mendapat perlakuan yang lebih sensitif dan sesuai 

dengan kebutuhan psikologis mereka. 

Selain itu, keterbatasan fasilitas dan lembaga perlindungan anak juga menjadi tantangan 

serius. Di Manokwari Selatan, jumlah lembaga pembinaan anak yang mampu memberikan 

rehabilitasi sosial dan psikologis yang sesuai dengan kebutuhan anak pelaku tindak pidana 

masih sangat terbatas. Hal ini menyulitkan upaya rehabilitasi anak yang terlibat dalam kasus 

pidana, karena mereka tidak memiliki tempat yang memadai untuk menjalani pembinaan dan 
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pemulihan. Kurangnya tenaga pendamping atau psikolog anak yang berkompeten dalam 

memberikan dukungan psikososial selama proses hukum memperburuk kondisi ini, karena 

anak yang terlibat kasus pidana membutuhkan pendampingan yang intensif agar tidak 

mengalami trauma lebih lanjut dan dapat kembali berfungsi dalam masyarakat setelah proses 

hukum selesai. Tanpa fasilitas dan tenaga ahli yang memadai, rehabilitasi anak sering kali 

gagal untuk mencapai hasil yang diinginkan, yang pada akhirnya menghambat upaya 

reintegrasi sosial mereka. 

Selain itu, faktor budaya lokal dan stigma sosial juga turut mempengaruhi penanganan 

perkara anak di Manokwari Selatan. Masyarakat yang masih kuat terikat pada norma budaya 

sering kali memandang anak pelaku tindak pidana dengan cara yang negatif dan stigma yang 

berat. Anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali dianggap sebagai beban sosial, dan 

hal ini membuat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial menjadi lebih sulit. Masyarakat 

cenderung melihat mereka sebagai individu yang patut dihukum, bukan sebagai anak yang 

membutuhkan pemulihan dan bimbingan. Stigma sosial ini menghambat upaya untuk 

memberikan anak kesempatan kedua dalam hidup dan reintegrasi ke dalam komunitas setelah 

menjalani proses hukum. Selain itu, dalam banyak kasus, ketidakmampuan masyarakat untuk 

menerima anak yang telah terlibat kasus pidana memperburuk keadaan anak dan membuat 

mereka lebih rentan terhadap diskriminasi. 

Tantangan berikutnya adalah keterbatasan akses terhadap layanan hukum dan sosial. 

Meskipun undang-undang memberikan hak anak untuk mendapatkan pendampingan hukum 

dan sosial, kenyataannya banyak anak di wilayah terpencil seperti Manokwari Selatan yang 

kesulitan mengakses layanan tersebut. Infrastruktur hukum yang terbatas dan 

ketidakmerataan distribusi layanan sosial menyebabkan banyak anak yang terlibat kasus 

pidana tidak mendapatkan pendampingan yang seharusnya mereka terima. Anak-anak ini 

sering kali tidak memiliki akses yang memadai ke kuasa hukum yang kompeten atau lembaga 

perlindungan anak yang dapat membantu mereka melalui proses hukum. Selain itu, 

keterbatasan transportasi dan sarana komunikasi sering kali membuat anak dan keluarga 

mereka terhalang dalam mengakses bantuan hukum, terutama di daerah yang jauh dari pusat 

kota. Ketidakmerataan ini memperburuk kesenjangan dalam perlindungan anak di wilayah 

tersebut, dan menghambat upaya untuk memberikan perlakuan yang adil dan manusiawi 

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam penanganan perkara tindak pidana yang 

melibatkan anak di Manokwari Selatan, sejumlah upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan 

lembaga terkait. Salah satu langkah utama adalah peningkatan kapasitas aparat penegak 

hukum. Pelatihan khusus diberikan kepada aparat kepolisian, kejaksaan, dan hakim untuk 

memastikan mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang hak-hak anak dan 

prosedur peradilan anak. Pelatihan ini mencakup aspek teknis mengenai penanganan perkara 

anak, serta aspek psikologis yang diperlukan untuk berinteraksi dengan anak yang terlibat 

dalam tindak pidana. Dengan demikian, aparat penegak hukum dapat memastikan bahwa 

proses hukum yang diterapkan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memprioritaskan 

prinsip-prinsip rehabilitasi dan pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan psikososial anak. 

Selain itu, peningkatan kapasitas ini juga bertujuan untuk meminimalkan kesalahan 

prosedural yang sering terjadi karena kurangnya pemahaman terhadap peraturan yang 

berlaku, serta memberikan keadilan yang lebih baik bagi anak yang berhadapan dengan 

hukum. 

Upaya lain yang dilakukan adalah pembangunan dan penguatan fasilitas perlindungan 

anak. Pemerintah dan lembaga terkait terus berusaha untuk membangun lebih banyak 

lembaga rehabilitasi anak dan lembaga pendidikan khusus bagi anak yang terlibat dalam 

tindak pidana. Fasilitas ini bertujuan untuk memberikan tempat yang aman bagi anak yang 

menjalani proses hukum, serta mendukung mereka melalui program-program rehabilitasi 
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yang dirancang untuk membantu anak-anak tersebut kembali ke masyarakat setelah proses 

hukum selesai. Pembangunan fasilitas ini juga mencakup penyediaan pendampingan 

psikologis dan sosial yang memadai. Anak yang terlibat dalam tindak pidana sering kali 

mengalami trauma psikologis, sehingga mereka memerlukan perhatian khusus untuk 

membantu mereka mengatasi dampak psikologis dan kembali berintegrasi dengan keluarga 

dan masyarakat. Dengan fasilitas yang memadai dan tenaga ahli yang terlatih, diharapkan 

rehabilitasi dapat berjalan lebih efektif dan anak-anak ini dapat dibimbing ke arah yang lebih 

baik. 

Selain itu, kampanye kesadaran dan pendidikan masyarakat menjadi bagian penting 

dari upaya untuk mengatasi tantangan yang ada. Program-program kesadaran ini bertujuan 

untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-hak anak dan pentingnya 

perlindungan anak dalam proses hukum. Kampanye ini juga bertujuan untuk mengurangi 

stigma sosial terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana, dengan menekankan bahwa 

mereka berhak mendapat kesempatan kedua melalui rehabilitasi, bukan hanya dihukum. 

Penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana menangani anak pelaku tindak pidana 

dengan pendekatan yang restoratif juga menjadi bagian dari upaya ini. Program ini 

diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dalam melaporkan kasus 

kekerasan atau pelanggaran terhadap anak dan mendukung proses hukum yang lebih humanis 

serta berorientasi pada pemulihan. 

Kolaborasi antar lembaga hukum dan lembaga sosial memainkan peran yang sangat 

penting dalam penanganan perkara anak. Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga 

sosial diharapkan dapat bekerja sama lebih erat dalam memastikan bahwa hak-hak anak 

terlindungi sepanjang proses hukum. Kerjasama yang baik antar lembaga ini dapat 

memastikan bahwa anak tidak hanya mendapatkan perlindungan hukum, tetapi juga 

pendampingan sosial yang diperlukan, seperti dukungan psikologis dan bimbingan 

pendidikan. Kolaborasi ini juga penting dalam memastikan bahwa anak mendapatkan 

perawatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka selama proses peradilan dan setelahnya, 

guna memfasilitasi reintegrasi sosial yang lebih baik. Dengan memperkuat kolaborasi antara 

lembaga-lembaga ini, penanganan perkara anak dapat dilakukan dengan lebih komprehensif 

dan efektif, memberikan kesempatan yang lebih baik bagi anak untuk memperoleh keadilan 

dan pemulihan. 

 

KESIMPULAN 

Penanganan perkara tindak pidana yang melibatkan anak di wilayah Manokwari 

Selatan masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Tantangan utama termasuk 

kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kasus anak, keterbatasan 

fasilitas rehabilitasi yang sesuai dengan kebutuhan anak, serta stigma sosial yang melekat 

pada anak pelaku tindak pidana. Selain itu, masalah keterbatasan akses terhadap layanan 

hukum dan sosial di wilayah terpencil juga memperburuk situasi. Meskipun demikian, 

berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga terkait, seperti peningkatan 

kapasitas aparat penegak hukum, pembangunan fasilitas perlindungan anak, kampanye 

kesadaran masyarakat, serta kolaborasi antar lembaga hukum dan sosial. Semua upaya ini 

menunjukkan komitmen untuk memperbaiki sistem peradilan pidana anak dan memastikan 

bahwa hak-hak anak terlindungi selama proses hukum. 

Sebagai saran, perlu adanya langkah-langkah lebih lanjut untuk memperkuat 

implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan anak, seperti 

penyediaan lebih banyak pelatihan untuk aparat penegak hukum agar mereka memiliki 

pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip peradilan pidana anak. Selain itu, 

pemerintah harus mempercepat pembangunan fasilitas rehabilitasi anak yang memadai, serta 

meningkatkan akses anak-anak di wilayah terpencil terhadap layanan hukum dan sosial. 
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Kampanye kesadaran masyarakat perlu dilanjutkan dan diperluas untuk mengurangi stigma 

sosial terhadap anak pelaku tindak pidana, serta memperkenalkan pendekatan yang lebih 

restoratif dalam menangani kasus anak. Kolaborasi antar lembaga hukum dan lembaga sosial 

harus diperkuat untuk memastikan anak mendapatkan perlindungan yang komprehensif 

sepanjang proses hukum dan dapat berintegrasi kembali ke masyarakat secara positif setelah 

menjalani proses peradilan. 
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